
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA 
Alamat. Jl. Jend.Sudirman No.19 Tlp (0482)                      Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN 
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI 

 

NOMOR :         Tahun 2018 
 

TENTANG 
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN SINJAI, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 maka 
dipandang perlu adanya perubahan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan bagi Pengguna Anggaran Daerah untuk 
mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

  b. bahwa dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha 
Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  10.Peraturan Pemerintah Nomor  39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  11.Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4816); 

  13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4890); 

  14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

  15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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  16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

  17.Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

5, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 
Nommor 5655);  

  18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah    beberapa kali di ubah terakhir dengan 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

  19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor32); 

  20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2009 Nomor 2); 

  21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentangPokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 68); 

  22.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 45); 

  23.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81); 
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  24.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 117); 

  25.Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata 
Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan 

Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 
Nomor 70); 

  26.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017, 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 17); 

  27.Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 89); 

  28.Keputusan Bupati Nomor 1092 Tahun 2017 tentang 
Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi  
Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai 

Tahun Anggaran 2018. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  

KESATU : mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran 
keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada 

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Sinjai dengan nama-nama kegiatan yang ada pada 

lampiran keputusan ini. 
 

KEDUA : Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah 

menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, menyiapkan 
dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyediaan 

barang/jasa mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan 
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan kepada 
pimpinan instansinya. 

 
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Keputusan 

ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sinjai Tahun 

Anggaran 2018. 
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KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Sinjai  

padatanggal 
    
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Tembusan:DisampaikanKepadaYth. 

1. Bupati Sinjai ( sebagai laporan ) 
2. Ketua DPRD KabupatenSinjai; 
3. InspekturInspektoratKabupatenSinjai; 
4. Kebag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sinjai; 
5. Kepala BPKADKab. Sinjai; 
6. Kabag. HukumdanHAMSetdaKab. Sinjai; 
7. Arsip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA 

KECIL MENENGAH DAN TENAGA 
KERJA KABUPATEN SINJAI 

 
 
 

 
Ir.H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si 

PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19681202 199401 1 001 



 


